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oleh  developer  dan  hanya  memuat  materi
kewajiban  konsumen  tanpa  mengatur  hak
konsumen,  baik  yang  menyangkut  hak  atas
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keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam












Dalam permasalahan  jual  beli  rumah









sengketa  antara  konsumen  dengan  pihak
developer.
Berdasarkan  pada  uraian  ini,  sangat











1. Perlindungan terhadap konsumen dalam
jual beli rumah melalui developer dikota
denpasar
Para konsumen merupakan golongan yang
rentan  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha  dan
diperlukan  seperangkat  aturan  hukum  untuk












dalam  berbagai  kegiatan  ekonomi.  Tentang
perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat
aturan hukum di bidang perlindungan konsumen.


















Menurut  Pasal  2  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,




dan  menjaga  iklim  usaha  yang  sehat  yang
menunjang bagi pembangunan perekonomian
nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada














memberi  kontribusi  pada  peningkatan
pembangunan nasional secara keseluruhan.






jawab dapat  dibebankan  kepada  pihak-pihak
terkait.
Seseorang  yang  dirugikan  karena
memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat
hanya  akan  mendapat penggantian  kerugian
apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas
hal  tersebut.  Permintaan  atau  penuntutan
penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh











































membantu  para  pihak  menemukan
penyelesaiannya.






















melaporkan  kepada  penyidik  umum  apabila
terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-




tentang  terjadinya  pelanggaran  terhadap
perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan
pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;




mengetahui  pelanggaran  terhadap  Undang-








adanya  kerugian  di  pihak  konsumen;
memberitahukan putusan kepada pelaku usaha








Dalam  hal  tuntutan  diajukan  melalui
pengadilan, dipersoalkanlah proses atau tahapan-


















Uraian  tentang  kejadian  merupakan











hukum.  Jadi,  ada  dua  peristiwa  yang  dapat



















(1)Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara
konsumen  dan pelaku  usaha  atau  melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum.
(2)Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat
ditempuh  melalui pengadilan  atau di  luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para
pihak yang bersengketa.






menghilangkan  tanggung  jawab  pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang.






Untuk  mengatasi  keberlakuan  proses
pengadilan,  Undang-Undang  Perlindungan
Konsumen   memberi  jalan arternatif  dengan


















satu  pihak  atau  para  pihak.  Sekali  mereka
memutuskan untuk memilih penyelesaian melalui,
maka mereka seharusnya terikat untuk menempuh






peristiwa  wanprestasi,  konsumen  sebagai
penggugat perlu membuktikan :




3) Timbulnya  kerugian  bagi  konsumen
(penggugat).
Dalam hubungannya dengan tanggung
jawab  produk,  pada  gugatan  yang  diajukan
konsumen yang berada dalam hubungan kontrak
jual  beli,  ia  harus membuktikan  wanprestasi











penggugat  tidak  perlu  membuktikan  adanya
kesalahan terguggat sehingga ia wanprestasi. Jadi,
cukup dengan menunjukkan bukti-bkti bahwa




















Kurangnya  sarana  pendidikan  dan
pembinaan konsumen serta belum adanya suatu
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  di  bidang
perumahan seperti lembaga appraisal yang dapat
memberikan penilaian terhadap mutu bangunan
serta  dapat  mewakili  konsumen  dalam
memperjuangkan  hak-haknya,  terbukti  di
beberapa lokasi perumahan di Denpasar yang
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2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh
developer maupun konsumen dalam
menyelesaikan sengketa undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, yaitu :
Berdasarkan penelitian pada developer di
kota  Denpasar Bahwa  secara garis  besarnya





sehubungan  dengan  dipenuhinya  peraturan-
peraturan perundang-undangan. Kendala yang
dihadapi  secara yuridis  yaitu  karena  ketidak
pahaman konsumen  dan  developer  terhadap
keberadaan Undang-undang  Nomor  8 Tahun









pengetahuan  konsumen  terhadap  hukum













fasilitas  lainnya,    tidak ada di Bali dan perlu
diadakan. Jadi sarana dan fasilitas mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,








3. Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh
developer maupun konsumen dalam 
menghadapi hambatan di dalam penyelesaian













atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
Bertujuan  mencegah  terjadinya  sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya




Dengan  pengertian  demikian,  penanganan
perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan
umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan










kaitanyan  dengan  upaya  prenfentif  atau
































developer  melalui    cara  kekeluargaan  yang






















bangunan,  dalam  hal  ini  para  konsumen
menyatakan kurang mengetahui karena mereka
selain awam tentang bangunan, mereka juga tidak
ikut  mengawasi  pembangunan, yang  penting
mereka menerima rumah itu sesuai dengan bestek
yang ada di gambar atau brosur dan sesuai pula

















bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen
perumahan dan lebih memilih jalan kekeluargaan
untuk mencapai suatu kesepakatan.





pihak  pertama  50%  dan  pihak  kedua  50%.
Memang dari segi keadilan penyelesaian sengketa








































(b)Kendala  secara  non yuridis  dalam hal  ini
dikarenakan sumber daya manusia, baik yang
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